BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh di dalam
penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tata cara pelaksanaan praperadilan di Indonesia telah dilaksanakan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana akan tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan praperadilan belum
memberikan peran dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini
dapat dilihat dalam kenyataan dimana masih terdapat banyak pihak baik
tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak dapat
menggunakan haknya dalam mengajukan permohonan praperadilan, yang
disebabkan karena adanya oknum-oknum aparat penegak hukum tertentu
yang menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, agar pihak-pihak yang
kepentingan hukumnya dirugikan dalam proses hukum yang berjalan tidak

dapat mengajukan permohonan praperadilan.

B. Saran
1. Dalam pelaksanaan praperadilan perlu adanya kesadaran dari aparat
penegak hukum sehingga tidak ada rekayasa khususnya mengenai alat
bukti yang digunakan dalam pemeriksaan praperadilan.
2. Dalam pemeriksaan praperadilan yang dicari hendaklah kebenaran materiil

bukan sebatas kebenaran formal saja.



3. Memperbaiki prosedur dan tata cara pemberian ganti kerugian dalam
praperadilan sehingga pihak-pihak yang terbukti dirugikan dalam proses
penanganan perkara dapat menerima ganti kerugian yang layak.

4. Perlu adanya sosialisasi mengenai pelaksanaan praperadilan bagi

masyarakat mengenai hak yang dimilikinya dalam praperadilan.
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